WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BUKITTINGGI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan
rancangan Peratiiran Daerah tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan
keuangan vyang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa
Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun
anggaran berakhir;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;



Mengingat :

. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan

Daerah Ototiom Kota Besar Dalai Lifigkutigarn Daerah Propinisi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 20);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

. Unidatig-Uridarig Noftior 1 Tahuti 2004 tetitaiig Perbetidahiaraan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5 tentang Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4355);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Leftibarati Negara Republik Ifidotiesia Nottor 4400);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
teritatig Pemerititahiati Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5601);

. Peraturati Pemetinitali Nomior 8 Tahuii 2006 tenitaiig Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
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10.

11.
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15,

16.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Noiior 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomior 21 Takiu#i 2011 téritarig Perubaliani Kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual
Pada Pemerintah Daerah;

Peraturan Metiteri Dalam Negeri Notiior 11 Tahui 2017 tefitang
Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Pertanggungawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah
Tentang Penjabaran  Pertanggungjawaban  Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2008
tefitang Pokok-PokoKk Perigélolaan Keuatigan Daerah (Lembaran
Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 03);

Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 13 Tahun 2017
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Bukittinggi Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota
Bukittinggi Tahun 2017 Nomor 13);

Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2018
teritafig Perubahiati Ariggaran Penidapatan dan Belafija Daerah
Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota
Bukittinggi Tahun 2018 Nomor 9);



Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI
dan
WALIKOTA BUKITTINGGI
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.
Pasal 1
(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
berupa Laporan Keuangan memuat :

a. Laporan realisasi anggaran;

o

Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
c. Neraca;
d. Laporan operasional,;
e. Laporan arus kas;
f. Laporan perubahan ekuitas;dan
g. Catatan atas laporan keuangan.
(2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan
laporan kinerja pemerintah daerah dan ikhtisar laporan keuangan badan

usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2
Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf

a sebagai berikut :

a. Pendapatan Rp695.592.067.770,61
b. Belanja Rp703.783.285.315,95
c. Transfer Rpl1.467.818.668,00
Surplus/ (defisit) (Rp9.659.036.213,34)

d. Pembiayaan
— Penerimaan Rp110.574.316.787,22

— Pengeluaran Rp5.000.000.000,00
Pembiayaan Netto Rp105.574.316.787,22




Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

sebagai berikut :

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah

(2)

(3)

(4)

(5)

(Rp24.582.312.262,39) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pendapatan

setelah perubahan Rp720.174.380.033,00
b. Realisasi Rp695.592.067.770.61
Selisih Lebih/(kurang) (Rp24.582.312.262,39)

Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah (Rp134.647.250.095,27)

dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Belanja

setelah perubahan Rp838.430.535.411,22
b. Realisasi Rp703.783.285.315.95
Selisih Lebih/(kurang) (Rp134.647.250.095,27)

Selisih anggaran dengan realisasi belanja transfer sejumlah Rp0,00 dengan
rincian sebagai berikut :
a. Anggaran Transfer

setelah perubahan Rp1.467.818.668,00

b. Realisasi Rpl.467.818.668.00
Selisih Lebih/(kurang) Rp0,00
Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah

(Rp110.064.937.832,88) dengan rincian sebagai berikut :
a. Anggaran Surpliis/defisit

setelah perubahan (Rp119.723.974.046,22)
b. Realisasi (Rp9.659.036.213,34)
Selisih Lebih/(kurang) (Rp110.064.937.832,88)

Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah
(Rp14.149.657.259,00) dengan rincian sebagai berikut :
a. Anggaran penerimaan pembiayaan
setelah perubahan Rp124.723.974.046,22
b. Realisasi Rpll0.574.316.787.22
Selisih Lebih/(kurang) (Rp14.149.657.259,00)




(6) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00

dengan rincian sebagai berikut :
a. Anggaran pengeluaran pembiayaan
setelah perubahan Rp5.000.000.000,00
b. Realisasi RpS5.000.000.000.00
Selisih Lebih/(kurang) Rp.0,00

(7) Selisih  anggaran dehgan  realisasi pembiayaan neto  sejumlah
(Rp14.149.657.259,00) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pembiayaan netto

setelah perubahan Rp119.723.974.046,22
b. Realisasi Rp105.574.316.787,22
Selisih Lebih /(kurang) (Rp14.149.657.259,00)
Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
ayat (1) huruf b sebagai berikut :
a. Saldo Anggaran Lebih Awal Rp85.133.277.048,22
b. Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp95.915.280.573,88

Pasal 5
Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf ¢ per 31 Desember
Tahun 2018 sebagai berikut :

a. Jumlah aset Rp1.445.331.498.036,00

b. Jumlah kewajiban Rp6.619.770.671,00

c. Jumlah ekuitas Rpl1.438.711.727.365,00
Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d per

31 Desember 2018 sebagai berikut :

a. Kegiatan Operasional Rp115.914.869.280,25
b. Kegiatati Noii Opérasionial (Rp343.692.515.350,07)
c. Pos Luar Biasa (Rp16.223.500,00)

Surplus/Defisit Laporan Operasional (Rp227.793.869.569,82)



Pasal 7
Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk

tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut :

a. Saldo Kas Awal per 1 Januari Tahun 2018 Rp84.421.225.710,22
b. Arus Kas dari Aktivitas Operasi Rpl167.970.881.980,66
c. Arus Kas Aktivitas Investasi (Rp163.800.739.464,00)
d. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

/Pembiayaan Rp0,00
e. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris/Non

anggaran Rp477.844,00
f. Saldo Kas Akhir per 31 Desember tahun

2018 Rp88.591.850.070,88

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf
f sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal Rp1.511.855.774.631,70
b. Surplus/Defisit LO (Rp227.793.869.569,82)
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/
Kesalahan Mendasar Rp154.649.822.303.12
Jumlah Ekuitas Akhir Rp1.438.711.727.365,00
Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)
huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos

Laporati Keuangarii.

Pasal 10
Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

a. Lampiran I . Laporan Realisasi Anggaran;
Lampiran I.1 . Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
Lampiran [.2 . Rincian Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja

dan Pembiavaan:
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Lampiran 1.3

Laffipiraii 1.4

Lampiran II
Lampiran III
Lampiran IV
Lamipirati V
Lampiran VI
Lampiran VII
Lampiran VIII
Lampiran IX
Lampiran X

Lamipirai XI
Lampiran XII

. Lampiran XIII

Lampiran XIV
Lampiran XV
Lampiran XVI
Lamipirati XVII
Lampiran XVIII
Lampiran XIX

Lampiran XX

Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Menurut
Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan
Kegiatan;

Rekapitlilasi Realisasi Anggaran Beélanja Daerah untuk
Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah

Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan

Keuangan Negara;

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

Laporan Operasional;

LPE;

Nétaca;

Laporan Arus Kas;

Catatan Atas Laporan Keuangan;

Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;

Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tak Tertagih;
Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana
Bergulir;

Daftar Penyertaan Modal (liivestasi) Daerah

Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan
Pengurangan Aset Tetap Daerah;

Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;

Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan;

Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;

Daftar Dana Cadangan Daerah;

Daftar Kewajibaii Jarigka Pendek;

Daftar Kewajiban Jangka Panjang;

Daftar Kegiatan-kegiatan yang Belum Diselesaikan
Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan kembali Dalam
Tahun Anggaran Berikutnya,

Ikhtisar

Daerah /Perusahaan Daerah.

Laporan Keuangan Badan Usaha Milik

Pasal 11

Lampiran Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2)

terdiri dari ikhtisar laporan kinerja berupa Laporan kinerja pemerintah daerah
dafi iklitisar laporan Keuatigan badati usaha milik daerahi/pertsalkiaaii daerah.



Pasal 12
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pefidapataini dan Belatija Daérah Tahiini Ariggarani 2018 ditétapkain
dengan Peraturan Walikota.

Pasal 13

Peraturan Paerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bukittinggi.
Ditetapkan di Bukittinggi
pada tariggal 30 Jul2019
WALIKOTA BUKITTINGGI

LAN NURMATIAS

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 30 Juh 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

e,

YUEN KARNOVA
LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2019 NOMOR . ©
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI PROVINSI SUMATERA
BARAT: .( 6/ 56/209)



